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LAMPIRAN 

HASIL WAWANCARA 

Pewawancara  : Fahdil Ramardi 

Nasarumber  : Antony Siahaan 

Jabatan Narasumber : Pelaksana Pemeriksa 

 

Pewawancara Bagaimana prosedur penindakan yang dilakukan ketika ditemukan 

adanya perdagangan pakaian bekas impor ilegal? 

Narasumber Kalau kita dapat informasi atau pas lagi patroli terus ada barang 

yang diduga masuk secara ilegal, ya kita lakukan pemeriksaan dulu. 

Kalau memang terbukti barang itu melanggar aturan kepabeanan 

dan tidak ada dokumennya, kita lakukan penindakan sesuai 

prosedur. Nanti barangnya diamankan dulu, baru diproses lebih 

lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. 

 

Pewawancara Bagaimana hasil pelaksanaan penegakan hukum terhadap 

perdagangan pakaian bekas impor ilegal di wilayah hukum Bea 

Cukai Tembilahan selama ini? 

Narasumber Kalau dibilang berhasil seratus persen ya belum. Kita memang 

Pewawancara Bagaimana bentuk penegakan hukum yang dilakukan Bea Cukai 

Tembilahan terhadap praktik perdagangan pakaian bekas impor 

ilegal? 

Narasumber Umumnya, kita melakukan penangkapan dari batam. Sebenarnya 

kan, ilegal itu karena barang kiriman itu tidak ada yang punya, jadi 

dia cuman dikirim gitu aja. Sebenarnya itu termasuk pusat industri 

lokal dan tidak steril. 



 

 

beberapa kali melakukan penindakan, terutama barang yang masuk 

dari Batam. Tapi karena jalur masuknya banyak dan barangnya 

sudah berpindah-pindah tangan, jadi masih ada aja yang beredar di 

masyarakat. Yang jelas kita tetap melakukan pengawasan sesuai 

kewenangan kita. 

 

Pewawancara Apa saja hambatan yang dihadapi Bea Cukai dalam melakukan 

penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor 

ilegal? 

Narasumber Kalau kita melakukan patroli dan kalau mereka tidak ada izinnya, 

ya kita tindak. Thrifting itu beda, kalau pakaian aja bisa. Tapi 

thrifting itu beda konteksnya. Dari sisi kami, ketika barang itu 

masuk dari luar daerah pabean atau dari luar negeri, itu jelas salah. 

Sekarang masalahnya kita tidak tau barang itu masuk dari luar 

negeri kah atau dari dalam daerah. Setau saya, kalau dari luar negeri 

ga ada barangnya. Tapi kami banyak menindak barang yang masuk 

dari batam. 

 

Pewawancara Apakah terdapat hambatan yang berasal dari masyarakat atau pelaku 

usaha dalam proses penegakan hukum? 

Narasumber Ya ada juga. Kadang masyarakat taunya Cuma beli atau jual aja, 

mereka tidak terlalu paham aturan kepabeanan. Ada juga yang 

bilang barangnya dibeli dari dalam negeri, jadi susah juga untuk 

memastikan asal barangnya. Selama belum ada bukti yang jelas, 

tentu kita harus hati-hati dalam melakukan tindakan. 

 

Pewawancara Apakah keterbatasan personel, sarana, prasarana, atau luas wilayah 

pengawasan mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum? 

Narasumber Kalau pengaruh pasti ada. Wilayah pengawasan kita cukup luas, 



 

 

sementara personel dan sarana yang ada juga terbatas. Jadi kita 

tidak mungkin mengawasi semua jalur setiap saat. Makanya 

pengawasan lebih banyak berdasarkan patroli, informasi dari 

masyarakat, sama hasil pengembangan di lapangan. 

 

Pewawancara Upaya apa saja yang telah dilakukan Bea Cukai untuk mencegah 

dan menanggulangi perdagangan pakaian bekas impor ilegal? 

Narasumber Yang kita lakukan ya patroli, pengawasan barang yang masuk, sama 

penindakan kalau ditemukan pelanggaran. Selain itu kita juga 

koordinasi dengan instansi lain kalau memang diperlukan. Intinya 

kita berusaha supaya barang-barang yang masuk tidak melanggar 

aturan kepabeanan. 

 

Pewawancara Menurut Bapak/Ibu, apa yang perlu dilakukan atau ditingkatkan 

agar penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor 

ilegal dapat berjalan lebih optimal? 

Narasumber Menurut saya perlu kerja sama semua pihak. Bukan Cuma Bea 

Cukai, tapi juga pemerintah daerah, aparat penegak hukum lain, 

sama masyarakat. Sosialisasi juga perlu ditingkatkan supaya 

masyarakat paham kalau pakaian bekas impor itu memang dilarang. 

Kalau semua pihak sama-sama mendukung, penegakan hukumnya 

tentu akan lebih maksimal. 

 

Tembilahan, 23 Juni 2026 

Mengetahui, 

Pelaksana Pemeriksa Bea Cukai Tembilahan 

 

 

 

 

Antony Siahaan 

 



 

 

HASIL WAWANCARA 

Pewawancara  : Fahdil Ramardi 

Nasarumber  : AN 

Profesi Narasumber : Pelaku Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal 

Pewawancara Sudah berapa lama Saudara terlibat dalam kegiatan perdagangan 

pakaian bekas impor? 

Narasumber Saya udah berdagang ini selama 2 tahun. 

 

Pewawancara Apakah Saudara mengetahui adanya larangan impor pakaian bekas 

di Indonesia? 

Narasumber Yang jelas, saya tau bahwa ini ilegal atau cacat hukum. Artinya, 

tidak ada aturan dalam undang-undang yang mengizinkan ini gitu. 

Kalau dulu kan sembunyi-sembunyi. Kalau sekarang memang 

masih sembunyi-sembunyi, tetapi ada yang kayak ada pihak yang 

mengatur gitu, makanya lancar. Dulu kan tembilahan memang 

pusatnya, karena ada pihak yang diatas atas gitu yang meapakan. 

Karena terus ada penggantian pimpinan, beda lagi gitu, maka cara 

mainnya beda lagi. Gabisa kita langsung. Sekarang ini, batam, 

medan, palembang, bandung, jambi yang jadi pusatnya. Kita malah 

sekarang ambil ke medan, bandung, jambi. Tapi melalui tokeh 

disini. Artinya, intinya tau, tetapi ya gimanalah namanya mungkin 

masyarakat untuk mencari rezeki, mencari apalah untuk 

kelangsungan hidup, ya dijalankan. Dan memang disini tidak ada 

ketegasan kan. 

 

Pewawancara Sepengetahuan Saudara, apakah pihak bea cukai pernah datang 

kesini untuk melakukan penindakan atau sekedar melalukan 

sosialisasi? 

Narasumber Tidak pernah. 

 

Pewawancara Faktor apa yang mendorong masyarakat tetap membeli atau 

memperdagangkan pakaian bekas impor? 

Narasumber Rutin masyarakat beli disini. Karena pasar kayu jati ni udah jadi 

iconnya thrifting di Tembilahan. Kalau yang ramai itu sabtu 

minggu, hari libur atau tanggal merah. 

 

 



 

 

Pewawancara Bagaimana harapan Saudara terhadap kebijakan pemerintah terkait 

perdagangan pakaian bekas impor di masa yang akan datang? 

Narasumber Sangat berharap lah. Pedagang disini sangat berharap pada 

pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah untuk 

memberikan keleluasaan mendapatkan barang seken yang langsung 

dari luar. Biasanya kan singapore yang ekspor disini. Supaya ada 

kejelasan dan pendapatan jadi lebih besar. Karena sekarang ini, 

karena banyaknya aturan, jadinya sembunyi-sembunyi. Kemudian 

harga itu dipermainkan oleh para tokeh, naik kadang satu juta, satu 

juta setengah. Akhirnya kita mau tidak mau ambil gitu dengan harga 

bertahan. 

  



 

 

HASIL WAWANCARA 

Pewawancara  : Fahdil Ramardi 

Nasarumber  : MA 

Profesi Narasumber : Pelaku Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal 

Pewawancara Sudah berapa lama Saudara terlibat dalam kegiatan perdagangan 

pakaian bekas impor? 

Narasumber Kalau saya sendiri, dari sd dulu sudah ngecer disini. Ambil barang 

barang dari singapur dulu. Dulu kan inhil yang nomor satu. Tapi 

sebenarnya orang rumah yang menjalankan usaha disini, saya 

melanjutkan aja sejak saya pensiun. Udah sekitar 3 tahun saya 

jualan disini. 

 

Pewawancara Apakah Saudara mengetahui adanya larangan impor pakaian bekas 

di Indonesia? 

Narasumber Kalau saya pegawai tau, bahwasannya bal itu kan masuknya ilegal. 

Tapi ini bukan ini loh, barang ini bukan dari inhil, dari luar semua, 

dari jakarta, bandung, batam. 

 

Pewawancara Sepengetahuan Saudara, apakah pihak bea cukai pernah datang 

kesini untuk melakukan penindakan atau sekedar melalukan 

sosialisasi? 

Narasumber Oh ga pernah, karena kita bukan memasukkan dari luar, biasa kan 

tugas bea cukai nangkap yang bal besar. Jangan salah ya, PJ ini 

bukan berarti barang luar lho. 

 

Pewawancara Faktor apa yang mendorong masyarakat tetap membeli atau 

memperdagangkan pakaian bekas impor? 

Narasumber Sering masyarakat beli disini. Cuman kebetulan sekarang lagi sepi 

aja, karena ekonomi melemah. Apalagi di inhil, jangankan barang 

bekas, barang baru aja jarang orang beli. Pasaran lagi sepi, ekonomi 

lagi jatuh. 

 

Pewawancara Bagaimana harapan Saudara terhadap kebijakan pemerintah terkait 

perdagangan pakaian bekas impor di masa yang akan datang? 

Narasumber Semua orang anu, dari pusatlah, negara melegalkan. Itu semua 

orang berharap. Tapi secara hukum negara memang tidak bisa. 

Kalau saya memastikan tidak akan pernah bisa. Contoh, kemarin 



 

 

saya kan masukkan surat juga ke pusat, tapi ditolak, tidak bisa 

negara, bisa mencemarkan nama baik negara. sebetulnya bisa, 

cuman kebijkannya aja lagi. Semacam ada pembiaran, ntah ada 

kongkalikong di belakang. Di jakarta sekali masuk berapa, bisa 

ribuan. 

 

  



 

 

HASIL WAWANCARA 

Pewawancara  : Fahdil Ramardi 

Nasarumber  : NE 

Profesi Narasumber : Pelaku Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal 

Pewawancara Sudah berapa lama Saudara terlibat dalam kegiatan perdagangan 

pakaian bekas impor? 

Narasumber Kalau saya berdagang disini udah sekitar 15 tahun. 

 

Pewawancara Apakah Saudara mengetahui adanya larangan impor pakaian bekas 

di Indonesia? 

Narasumber Maksudnya thrifting itu pakaian bekas ya. Kalau soal itu kan 

memang udah dari dulunya tau. Cuman kalau di tembilahan kan 

mayoritas orang hobbynya PJ. Jadi berjalan lancarlah sampai 

sekarang. 

 

Pewawancara Sepengetahuan Saudara, apakah pihak bea cukai pernah datang 

kesini untuk melakukan penindakan atau sekedar melalukan 

sosialisasi? 

Narasumber Kalau datang kesini tidak pernah. 

 

Pewawancara Faktor apa yang mendorong masyarakat tetap membeli atau 

memperdagangkan pakaian bekas impor? 

Narasumber Mungkin karena pakaian bekas ni kan tidak ada yang sama 

dibanding barang baru yang terkadang bisa sama. Yang kedua 

kualitasnya lebih bagus dari barang lokal. Itulah yang ibu tau. 

 

Pewawancara Bagaimana harapan Saudara terhadap kebijakan pemerintah terkait 

perdagangan pakaian bekas impor di masa yang akan datang? 

Narasumber Harapan besar lah bagi kami pedagang ni ya untuk melegalkan. 

Jumlah pedagang disini lebih dari 50 orang. 

 

  



 

 

HASIL WAWANCARA 

Pewawancara  : Fahdil Ramardi 

Nasarumber  : DA 

Profesi Narasumber : Pelaku Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal 

Pewawancara Sudah berapa lama Saudara terlibat dalam kegiatan perdagangan 

pakaian bekas impor? 

Narasumber 5 tahunan lah 

 

Pewawancara Apakah Saudara mengetahui adanya larangan impor pakaian bekas 

di Indonesia? 

Narasumber Ya karena ini kan ilegal, jadi udah tau lah saya. 

 

Pewawancara Sepengetahuan Saudara, apakah pihak bea cukai pernah datang 

kesini untuk melakukan penindakan atau sekedar melalukan 

sosialisasi? 

Narasumber Tidak pernah 

 

Pewawancara Faktor apa yang mendorong masyarakat tetap membeli atau 

memperdagangkan pakaian bekas impor? 

Narasumber Karena murah meriah harganya dan bajunya berkualitas gitu kan. 

 

Pewawancara Bagaimana harapan Saudara terhadap kebijakan pemerintah terkait 

perdagangan pakaian bekas impor di masa yang akan datang? 

Narasumber Harapan kami itu aja, jangan dipersulit. Masalahnya ini kan usaha 

kami gitu kan, sumber rezeki. 

 

  



 

 

HASIL WAWANCARA 

Pewawancara  : Fahdil Ramardi 

Nasarumber  : EL 

Profesi Narasumber : Pelaku Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal 

Pewawancara Sudah berapa lama Saudara terlibat dalam kegiatan perdagangan 

pakaian bekas impor? 

Narasumber Hampir 13 tahun. 

 

Pewawancara Apakah Saudara mengetahui adanya larangan impor pakaian bekas 

di Indonesia? 

Narasumber Tak pernah. 

 

Pewawancara Sepengetahuan Saudara, apakah pihak bea cukai pernah datang 

kesini untuk melakukan penindakan atau sekedar melalukan 

sosialisasi? 

Narasumber Ada. Dari pekanbaru. Hampir 3 kali mereka datangnya. Mereka 

kesini mewawancara para pedagang. 

 

Pewawancara Faktor apa yang mendorong masyarakat tetap membeli atau 

memperdagangkan pakaian bekas impor? 

Narasumber Karena layanan kita gitu kan. Barangnya lebih murah dibanding 

tempat lain. Karena barang impor. Kan PJ barang impor, jadi 

kualitasnya lebih baik. 

 

Pewawancara Bagaimana harapan Saudara terhadap kebijakan pemerintah terkait 

perdagangan pakaian bekas impor di masa yang akan datang? 

Narasumber Ya ada. Supaya diturunkan harga gitu kan biar penjualannya rame. 

Sekarang kan lagi sepi. Yang beli dikit. Maunya dipermudahkan lah 

gitu. 

 

  



 

 

HASIL WAWANCARA 

Pewawancara  : Fahdil Ramardi 

Nasarumber  : AN 

Profesi Narasumber : Pelaku Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal 

Pewawancara Sudah berapa lama Saudara terlibat dalam kegiatan perdagangan 

pakaian bekas impor? 

Narasumber 15 tahunan lah 

 

Pewawancara Apakah Saudara mengetahui adanya larangan impor pakaian bekas 

di Indonesia? 

Narasumber Pernah tau 

 

Pewawancara Sepengetahuan Saudara, apakah pihak bea cukai pernah datang 

kesini untuk melakukan penindakan atau sekedar melalukan 

sosialisasi? 

Narasumber Ntah ya, ndak tau juga kita 

 

Pewawancara Faktor apa yang mendorong masyarakat tetap membeli atau 

memperdagangkan pakaian bekas impor? 

Narasumber Tak ngerti juga saya, tau jual aja 

 

Pewawancara Bagaimana harapan Saudara terhadap kebijakan pemerintah terkait 

perdagangan pakaian bekas impor di masa yang akan datang? 

Narasumber Tak ada. 

 

  



 

 

HASIL WAWANCARA 

Pewawancara  : Fahdil Ramardi 

Nasarumber  : AN 

Profesi Narasumber : Pengepul (Tengkulak) Pakaian Bekas Impor Ilegal 

Pewawancara Sudah berapa lama Saudara terlibat dalam kegiatan perdagangan 

pakaian bekas impor? 

Narasumber 3 tahun. 

 

Pewawancara Apakah Saudara mengetahui adanya larangan impor pakaian bekas 

di Indonesia? 

Narasumber Tau. 

 

Pewawancara Selama bapak menjadi tengkulak, pernah tidak ada penindakan dari 

Bea Cukai atau sekedar ada penyuluhan? 

Narasumber Tak pernah. 

 

Pewawancara Selama bapak menjadi tengkulak, apakah tinggi minat beli para 

pedagang dari bapak? 

Narasumber Tinggi, karena mereka yakin, ketimbang mereka beli jauh jauh dan 

berisiko, jadi lebih yakin sama saya. 
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  Gambar 1.1 

Wawancara bersama Bapak Antony Siahaan 
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Gambar 1.2 

Wawancara bersama Bapak AN 
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Wawancara bersama Bapak MA 

Gambar 1.4 

Wawancara bersama Bu NE 

Gambar 1.5 

Wawancara bersama Bapak DA 

Gambar 1.6 
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Wawancara bersama Bapak SU 

  



 

 

Daftar Narasumber Wawancara Penelitian 

 

 

 

 

 

 

No Narasumber 
Jabatan/ 

Pekerjaan 

Tanggal 

Wawancara 

Tanda 

Tangan 

1 
Antony 

Siahaan 
Pelaksana Pemeriksa 23 Juni 2026 

 

 

2 AN 
Pelaku Perdagangan 

Pakaian Bekas Impor 
18 Juni 2026 

 

3 MA 
Pelaku Perdagangan 

Pakaian Bekas Impor 
18 Juni 2026 

 

4 NE 
Pelaku Perdagangan 

Pakaian Bekas Impor 
18 Juni 2026 

 

5 DA 
Pelaku Perdagangan 

Pakaian Bekas Impor 
18 Juni 2026 

 

6 EL 
Pelaku Perdagangan 

Pakaian Bekas Impor 
18 Juni 2026 

 

7 SU 
Pelaku Perdagangan 

Pakaian Bekas Impor 
18 Juni 2026 

 

8 AE 
Tengkulak Perdagangan 

Pakaian Bekas Impor 
18 Juni 2026 

 


